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ABSTRAK 
 Pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung telah 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang 
pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang 
pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung. Karena di Kota Bandar Lampung terdapat warga yang tidak 
mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya membuat mereka turun kejalan 
menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Peraturan Daerah 
Nomor 03 tahun 2010 sudah ada sejak 2010 tetapi sekarang sudah tahun 
2019 anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih ada. Rumusan 
masalah adalah:1. Bagaimana impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 
tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung menurut perspektif Fiqh Siyasah?. Jenis penelitian field 
research. Sifat penelitian deskriftif analisis. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 
pengolahan data melalui pemeriksaan data (editing), penandaan data 
(coding) dan sistematika data (systematizing). Analisis data dilakukan 
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2010 belum berjalan dengan optimal 
Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta 
kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang 
tegas dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis tidak bekerja sesuai dengan apa diamanatkan didalam peraturan 
daerah hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis yang muncul. Hal ini mengakibatkan usaha 
yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang 
diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2. Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2010 dalam perspektif fiqh siyasah 
menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya berlaku adil dalam 
memberikan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
agar mereka yang sudah mendapat binaan tidak kembali turun kejalan. Hal 
ini berdasarkan surat An-nisa (4) ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah 
dan dapat berbuat adil terhadap seluruh masyarakat 
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MOTTO 
                         
                              
 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 
Maha melihat.
 1
 
 
                                                             
Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya Toha 
Putra Semarang, 1971), h. 80 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, 
terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu 
perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, 
dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas. 
Adapun judul skripsi yang akan diajukan yaitu “IMPLEMENTASI 
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 
TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, 
GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT PERSPEKTIF FIQH 
SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”. Agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu kiranya penjelasan 
beberapa istilah, yaitu sebagai berikut: 
1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak 
Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
a. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, 
lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah 
tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah 
dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika 
implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah 
dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.1  
                                                             
1
 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 
cetakan pertama edisi ke empat, h. 529 
  
2 
b. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan dan Pengemis adalah salah satu Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung yang menangani pembinaan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung.  
Jadi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan 
Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah pelaksanaan peraturan 
daerah yang mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.    
2. Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
a. Pembinaan adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 
efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik 2. 
Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan 
Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis. Perda ini terdiri dari: 
1) Anak Jalanan 
Berdasarkan Bab I Pasal I Hal 5 Peraturan Daerah No 03 tahun 
2010 Anak Jalanan Adalah mereka yang seluruh eksistensinya 
bergantung pada sumber- sumber yang mereka dapati di jalanan, 
dan mereka tinggal disana 24 jam setiap hari. Yang dapat disebut 
para pengamen “tulen”. Mereka sering memperkenalkan dirinya 
sebagai anak jalanan sejati. Mereka biasanya membuat wilayah-
                                                             
2
 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 
cetakan pertama edisi ke empat, h. 1053 
  
3 
wilayah kekuasaan dan etika sendiri yang berlaku dikalangan 
mereka sendiri. Hukumnya adalah siapa yang kuat itulah yang 
menang dan mempunyai kekuasaan daerah yang luas (hukum 
rimba). 
2) Gelandangan. 
Berdasarkan BAB I Pasal I Hal 5 Peraturan Daerah No 03 tahun 
2010 mengartikan Gelandangan sebagai orang-orang yang hidup 
dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang 
layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata 
pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. 
3) Pengemis 
Di dalam BAB I Pasal 1 Halaman 5 mengartikan pengemis sebagai 
seseorang atau kelompok bertindak atas nama lembaga sosial yang 
mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan dan 
atau di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasian dari orang lain. 
b. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak 
tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan 3. anak jalanan yaitu berusia 
sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong 
yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. 
                                                             
3
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),h.210 
  
4 
c. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak 
mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap.4 dan 
mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan 
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. 
d. Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan 
meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan 
untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.5 
Jadi pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah segala 
tindakan atau kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis di Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara efesien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik   
3. Fiqh Siyasah 
Fiqh dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ 
yang bersifat amaliah yang digali dalil-dalilnya secara terperinci”.6 
Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang 
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 
negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 
dengn ajaran Islam,  
                                                             
4
 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 tahun 2010 Tentang Pembinan Anak 
Jalann, Gelandangan da Pengemis, hal. 5  
5 
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 tahun 2010 Tentang Pembinan Anak 
Jalann, Gelandangan da Pengemis, hal. 5
 
6Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Masalah-Masalah Fiqh 
Siyasah Modern”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014. (Bandar Lampung: Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 6. (online) tersedia di : 
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/imdex.php.adalah/artikel/view/178 
  
5 
Siyasah dapat diartikan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara 
yang “dilaksanakan” dan “diuruskan” oleh seorang ketua, berhubungan 
dengan tugas-tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang 
yang berada di bawah kekuasaannya.
7
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu 
aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 
bagi manusia itu sendiri. 
4. Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
a. Studi merupakan salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial 
yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.8  
b. Dinas Sosial adalah dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk 
membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di 
bidang sosial.9 
c. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu 
kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga 
merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatra setelah 
Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk 
                                                             
7M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh 
Siyasah”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. XII, No. 2, Desember 2014. (Bandar Lampung: Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3. (online) tersedia di : 
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/imdex.php.adalah/artikel/view/186/393 
8
 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 
2013), h. 153, 
9
 https://www.kementeriansosialrepublikindonesia.go.id  
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salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau 
Jawa10. Penulis memilih lokasi Kota Bandar Lampung di sebabkan: 
1. Penulis sendiri berdomisili di Kota Bandar Lampung untuk 
memudahkan melakukan penelitian. 
2. Masih banyaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota 
Bandar Lampung. 
Jadi yang dimaksud dengan studi di Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data 
dan informasi yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.  
Berdasarkan pengertian dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan 
maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana implementasi Perda Nomor 
3 Tahun 2010 untuk mengatasi masalah sosial yang ada dikehidupan 
masyarakat dalam pandanagn Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung). 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih 
judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif  
a. Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum berjalan sebagai mana 
mestinya, hal ini dapat dilihat dari data di lapangan yang menunjukkan 
                                                             
10
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung  
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bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih dijumpai di 
kalangan masyaraka. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalnaan, 
gelandangan dan pengemis. 
2. Alasan Subjektif  
a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan sangat relevan dengan disiplin 
ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas Syariah jurusan 
Siyasah 
b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok 
permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya 
sebagai judul skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota cenderung 
meningkat, munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam 
masyarakat maupun akibat pengaruh gelobalisasi, industrialisasi dan derasnya 
arus informasi. Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial 
kemasyarakatan di kota yang di pegaruhi oleh berbagai faktor seperti 
kemiskinan, rendahnya pendidikan terbatasnya pengetahuan atau 
keterampilan, keterbatasan fisik atau kesehatan, pengaruh pola pikir atau 
budaya masyarakat, urbanisasi, keterbatasannya lapangan pekerjaan dan 
sebagainya yang akhirnya banyak anggota masyarakat demi mempertahankan 
hidupnya terpaksa berada di tempat umum memilih menjadi anak jalanan, 
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gelandangan dan pengemis serta adanya pelaku ekploitasi merupakan beban 
bagi pemerintah kota. 
Pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung telah 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah dilimpahkan kepada 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Bahwa anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama 
serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara 
komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan 
berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan 
penghidupan dan kehidupan yang layak 
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan 
menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan karna dapat mengganggu 
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat 
dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara 
berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di 
lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan 
nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku 
dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya 
manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah 
harus berperan aktif dalam melaksananakan upaya-upaya bagi penanganan 
permasalahan sosial tersebut. 
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Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambarkan diatas, 
juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Sejumlah warga Kota Bandar lampung 
menyayangkan pemerintah setempat yang sudah melaksanakan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan dan Pengemis namun masih ada anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis yang terdapat di Kota Bandar Lampung ini. 
Tabel 1. Jumlah anak jalanan gelandangan dan pengemis tahun 2016-
2018. 
No Tahun Jumlah % 
1 2016 38 orang 17,35% 
2 2017 68 orang 31,05% 
3 2018 113 orang 51,59% 
         11 
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangat 
mengganggu dan  mengkhawatirkan.  Sehingga tidak  jarang masyarakat  
yang mengungkapkan  kegelisahannya  pada aparat pemerintah yang 
seharusnya melaksanakan perda tersebut, Menurut Nasrul, warga Kedaton, 
Bandar Lampung, Minggu. Ia pun menjelaskan, di pertigaan Jalan Teuku 
Umar dengan Jalan A Rivai arah RSUD Abdoel Moeloek Lampung sudah 
dipasang tentang perda tersebut yang dilengkapi gambar Wali Kota  Bandar 
Lampung  Herman  HN.  Di  sana  jelas  tertulis  larangan  dan ancaman  
memberikan  sesuatu  kepada  pengemis  atau  anak  jalanan,  tetapi masih 
banyak pengemis di sana dan upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
                                                             
11
 Data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tahun 2016-2018  
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adalah dengan melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis.12 
Bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh 
pembinaan ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam 
hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).13 dan bagi mereka yang memberikan 
sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak  Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).14 Pemerintah Kota 
Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis. Di Kota Bandar Lampung antara lain di lapangan 
berkenaan dengan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan 
hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, Indikator ini terlihat masih 
banyaknya para pengemis serta gelandangan yang terlihat di sekitar Lampu 
Merah Way Halim, Lampu Merah tugu Adipura dan di beberapa pom bensin 
di Bandar Lampung. 
Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang 
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh 
merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang 
berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami 
                                                             
12
 http://www.lampungpost.com/aktual diakses pada Tanggal 18 maret 2012 Pukul 
14.00 WIB 
13
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan 
dan Pengemis, Pasal 16 ayat 2. 
14
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan 
dan Pengemis, Pasal 17 ayat 3 
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tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, 
fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum 
syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.15 
Adapun Al siyasah berasal dari kata ةسايس سوسي س اس yang berarti 
mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara 
terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah 
pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’. Definisi lain 
ialah Ibn Qayyim dalam Ibn „Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala 
perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 
jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan 
bahkan Allah tidak menentukannya".16 
Pembahasan tentang fiqh siyasah juga berkaitan dengan sumber-sumber 
dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, 
sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber 
material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang 
dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang 
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sebagai contoh, 
perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk.  
Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang 
dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar 
pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan 
                                                             
15
 Al-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 115 
16
 Djazuli, H. A. Fiqh Siyâsah, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56 
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memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam 
negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para 
ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat 
undang-undang dasar tersebut diterapkan.17 
Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam 
berbagai nash Al-Qur‟an maupun Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia 
yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan 
dan aturan agama dibangun diatas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia 
diperintah untuk berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak 
bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat 
Islam.18 
Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah 
SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar 
terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau 
masyarakat.  
Dalam al-qur‟an dijelaskan secara jelas dalam Q.s An-Nisaa‟:58.19 
                        
                          
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
                                                             
17
Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),, h. 178-179. 
18
Ust. Abu Fahmi,Hrd Syariah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2014), h. 20.  
19
 Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 58. 
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Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam 
untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu 
menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas 
lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah 
dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia 
tampak tidak adil. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Fiqh 
Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang 
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara 
pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai 
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. 
Objek kajian Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara 
warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan 
lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga 
negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan 
yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari 
pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian 
pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. 
Hasbi Ash Shiddieqy:  “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan 
mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan 
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mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa  syariah, yang kita tidak 
peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari 
nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”. 20 
D. Fokus Penelitian  
Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 
3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perspektif 
Fiqh Siyasah. 
 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang 
pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung?  
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang 
pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perspektif Fiqh Siyasah?  
F. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana impelemenyasi Peraturan Daerah Nomor 3 
tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung? 
                                                             
20
 Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 
tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perspektif 
Fiqh Siyasah? 
 
G. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi  yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  
a. Secara teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi bagi pembaca 
untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada terhadap Perda Nomor 
3 Tahun 2010 dalam menangani pembinaan anak jalanan, gelandangan 
dan pengemis ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.   
b. Secara Praktis 
1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis  
2) Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada 
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri 
Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian ini adalah cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilakukan21. Pembahasan penelitian ini agar sesuia dengan apa yang 
diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang 
                                                             
21
 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 
2014), h. 19. 
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optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan 
berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan 
metode sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research), 
penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang 
sebenarnya penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung 
dilakukan atau pada responden.22 
b. Penelitian ini bersifat deskriptif analis, yaitu penelitian yang 
menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian 
memperoleh kesimpulan.23 
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 
objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obek yang diteliti.24 
Data yang diambil adalah data tahun 2018, dari 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember 2018. Data ini dipilih adalag data tahun terakhir, 
sedangkan data tahun 2019 belum dibukukan secara rapi karena data 
sedang berjalan. 
Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam 
penelitian ini data primer yang diperoleh data primer yang diperoleh 
                                                             
22
 Ibid., h. 9. 
23
Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Politik Hukum, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 
2014), h.126. 
24
 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
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dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Dinas 
Sosial. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap informan. 
b. Data Sekunder  
Data Sukender adalah data yang mendukung data primer yang 
bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan 
sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.25 
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan 
untuk mengumpulkan data-data dan inforas dengan bantuan buku-
buku yang terdapat pada perpustakaan. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi dalam penelitian ini adalah anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2018 
sebanyak 113 orang. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa apabila 
jumlah populasi dalam penelitian kurang dari 100 orang maka akan 
diambil semua.26 
b. Sample 
Sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik 
sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan 
mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap 
populasi.
27
 Sehubungan dengan populasi yang berjumlah lebih dari 
100 orang, yakni hanya 3 responden maka semua responden  yang ada 
                                                             
25
Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132. 
26
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013), h. 78. 
27
 Ibid., h.61. 
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dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian 
populasi. 
4. Metode Pengumpulan Data  
a. Observasi  
Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukakn pencatatan secara cermat dan sistematik.28 Dalam 
penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang ada di lapangan, 
khususnya berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan 
dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung menurut perspektif Fiqh Siyasah. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-
jawaban responden dicatat atau direkam.29 Wawancara di lakukan 
guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang 
berkaitan seperti kepala dinas dan anggota-anggota.  
c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda 
tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang 
berhubungan dengan masalah penyelidikan.30  
 
                                                             
28
 Soeratno, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: 
STIM YKPN, 2008), h.11 70. 
29
 Susiadi AS, Op Cit, h. 107 
30
 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2000), h. 83. 
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5. Metode Pengolahan Data 
Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan 
skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data 
dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu: 
a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul 
itu tidak logis dan meragukan.31 
b. Koding, yaitu mengklafikasikan jawaban-jawaban dari pada responden 
kedalam kategori-kategori,32 atau memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah. 
c. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 
teratur, berurutan dan sistematis. 
d. Penyusunan atau sistematis data (contructing atau systematizing), yaitu 
mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 
tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.33 
 
6. Analisis Data  
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data 
dikumpulkan aka langkah selanjuutnya adalah penulis menganalisis data 
tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis 
menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang 
                                                             
31
 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115. 
32
Susiadi Ibid, h. 115. 
33
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004) Cet ke-1, h. 9. 
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umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang 
digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
 
 
 
 
BAB II 
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS 
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 DAN 
MENURUT FIQH SIYASAH 
 
A. Pembinaan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 
1. Pengertian Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak 
tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. anak jalanan yaitu berusia 
sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang 
tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.1 
Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan adalah anak yang 
melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk 
melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan. Sedangkan, Menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang 
menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah 
anak yang usianya masih dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka 
di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat 
hiburan) selama  3-24  jam  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Anak  
jalanan  adalah  sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang 
mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki 
hubungan dengan keluarganya.2 
Pada umumnya anak jalanan memiliki ciri-ciri yang membuat mereka 
berbeda dengan anak pada umumnya. Menurut Nusa Putra (1996:111) 
                                                             
1
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.210. 
2
 Kementerian Sosial RI, Potret dan Anak Jalanan dalam Perspektif Undang-Undang RI 
Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Kemensos, 2018), h. 45 
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dalam artikel yang berjudul Potret Buram Anak Jalanan, menyebutkan 
bahwa ciri-ciri umum anak jalanan adalah; (1) Berada di tempat umum 
(jalan pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sendiri. 
(2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang 
tamat SD). (3) Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan 
kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya). 4) 
Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor 
informal). 
Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang 
turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada 
perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari 
keluarga yang ada di jalanan. Pengertian untuk kategori pertama adalah 
anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang  masih  
memiliki  hubungan  dengan  keluarga.  Ada  dua  kelompok  anak  jalanan 
dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan 
senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan 
kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan 
hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun 
dengan jadwal yang tidak rutin. 
Kategori  kedua adalah  anak-anak  yang menghabiskan  seluruh  atau  
sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia 
memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori 
ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan 
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yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. 
Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di 
jalanan, anak yang bekerja dijalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup 
dijalanan yang menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk melakukan 
kegiatan hidup sehari-hari. 
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab  anak-anak turun ke 
jalanan yaitu pertama karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan 
diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 
memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 
juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut. Akibat kemiskinan atau faktor ekonomi tersebut, 
anak terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan   
hidup keluarganya  atau  untuk  kebutuhan  pribadinya,  sehingga  banyak  
anak  yang  putus sekolah dan turun kejalanan untuk bekerja sebagai 
pengamen, pengemis, dan lain-lain. 
Faktor ekonomi orang tua sangat berdampak terhadap kelangsungan 
hidup anak- anaknya, yang pada akhirnya merelakan anak-anaknya terjun 
langsung ke jalanan untuk mencari nafkah. Padahal seusia mereka belum 
sepatutnya untuk mencari nafkah melainkan menikmati masa-masa 
sekolah sesuai dengan hak mereka yang tercantum dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan 
pendidikan. 
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Selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun 
kejalanan, faktor penyebab lainnya yang kedua adalah karena masalah 
disorganisasi keuarga atau perpecahan keluarga, yaitu faktor yang 
berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Soerdjono Soekanto 
menyatakan, bahwa “ Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga 
sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-
kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya”. 
Disorganisasi keluarga merupakan salah satu faktor penyebab anak-
anak turun ke jalanan sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam 
meningkatkan jumlah anak jalanan. Ank sering dijadikan pelampiasan atas 
masalah yang tengah dihadapi orang tua, sehingga anak stress dan tidak 
betah di rumah, maka anak akan melarikan diri dan mencari kehidupan 
lain kemudian terjebak dalam kehidupan jalanan yang keras. Faktor yang 
ketiga adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, 
kebanyakan orang berharap bisa merubah taraf hidupnya dengan hijrah ke 
kota, namun hanya segelintir orang yang beruntung dan sisanya mereka 
terjebak di kota besar dengan di hadapkan pada situasi yang sulit dan 
mendorong mereka untuk terjun kejalanan yakni menjadi anak jalanan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Latar belakang penyebab turunnya anak jalanan tersebut merupakan 
landasan bagi mereka untuk selalu ada di jalanan, sulitnya memenuhi 
segala kebutuhan hidup, keadaan keluarga yang tidak kondusif dan korban 
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urbanisasi yang pada akhirnya menyeret mereka pada situasi yang sulit 
seperti itu yakni menjadi anak jalanan. 
Menurut Bab I Pasal I Hal 5 Peraturan Daerah No 03 tahun 2010 Anak 
Jalanan Adalah mereka yang seluruh eksistensinya bergantung pada 
sumber- sumber yang mereka dapati di jalanan, dan mereka tinggal disana 
24 jam setiap hari yang dapat disebut para pengamen “tulen”. Mereka 
sering memperkenalkan dirinya sebagai anak jalanan sejati. Mereka 
biasanya membuat wilayah-wilayah kekuasaan dan etika sendiri yang 
berlaku dikalangan mereka sendiri. Hukumnya adalah siapa yang kuat 
itulah yang menang dan mempunyai kekuasaan daerah yang luas 
(hukum rimba). 
Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak 
mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap.3 dan 
mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma 
kehidupan yang layak dalam masyarakat. 
Departemen Sosial Republik Indonesia lebih memandang gelandangan 
sebagai orang yang tak mampu beradaptasi dengan lingkungannya 
(masyarakat). Menurut  mereka gelandangan adalah  mereka yang karena   
sesuatu sebab mengalami ketidakmampuan mengikuti tuntutan 
perkembangan tata kehidupan masyarakat zamannya, sehingga hidup  
terlepas dari aturan-aturan masyarakat yang berlaku dan membentuk 
                                                             
3
 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 tahun 2010 Tentang Pembinan Anak 
Jalann, Gelandangan da Pengemis, hal. 5 
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kelompok tersendiri dengan tata kehidupan yang tidak sesuai dengan 
ukuran martabat manusiawi masyarakat sekeliling lingkungannya. 
Permasalahan yang menyebabkan munculnya gelandangan merupakan 
akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, 
rendahnya pendidikan, minimya keterampilan kerja, lingkungan, sosial 
budaya dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini merupakan masalah 
sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. 
pengemis adalah sosok orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta 
tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu 
dan hidup mengembara di tempat umum. 4 Kegiatan pengemisan merupak 
masalah sosial yang berakar dari kemiskinan, dengan cara meminta 
bantuan kepada perorangan atau suatu lembaga,  pengemis  itu  identik  
dengan  penampilan  pakaian  serba  kumal, yang di jadikan sarana untuk 
mengungkapkan kebutuhannya. 
Secara bahasa kata pengemis sebenarnya tidak ada kata bakunya. 
Pengemis merupakan arti dari seseorang yang mencari uang dengan cara 
meminta-minta kepada orang lain. Pengemis juga diidentikkan sebagai 
golongan miskin yang tidak berharta, kekurangan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup. Begitu pula yang di anggap seseorang miskin, yaitu 
identik dengan dengan gelandangan pengemis dan lain sebagainya. Namun 
kemiskinan mempunyai banyak segi dan dimensi. Mulai yang bersifat  
                                                             
4
 Asep Usman Islail, Al-Qur’an Dan Kesejahteraan Sosial, (Tangerang: Lentera Hati, 
2012), hal 56 
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material sampai segi rohaniah sehingga tidak mudah untuk menemukan 
tolak ukur yang tepat mengenai kemiskinan dari sosok pengemis tersebut. 
Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-
minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mendapatkan belas kasihan dari orang lain.5 
Adapun yang menjadi indikator agaar seseorang dapat di katakan 
sebagai pengemis adalah sebagai berikut: 
1. Anak-anak sampai usia dewasa 
2. Meminta-minta di rumah-rumah, pertokoan persimpangan jalan, 
pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. 
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan orang lain 
Pengemis dapat juga di bedakan menjadi dua golongan yaitu pengemis 
usia produktif dan pengemis yang sudah lanjut usia. Pengemis usia 
produktif merupakan pengemis yang masih berada pada usia 19 tahun 
sampai dengan 50 tahun sedangkan pengemis yang sudah lanjut usia 
adalah pengemis yang sudah memiliki umur 60 tahun ke atas.  
2. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
Pembinaan diambil  dari kamus  Besar Bahasa  Indonesia sendiri  
yaitu “ usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 
dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, 
dan mendapatkan manfaat yang positif.6
 
Pada dasarnya pembinaan juga 
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Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 tahun 2010 Tentang Pembinan Anak 
Jalann, Gelandangan da Pengemis, hal. 5
 
6
 Departemen Pendidikan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,1990) , h. 134. 
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diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh hasil yang  
maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan 
yang di sampaikan miftah bahwa, “pembinaan adalah suatu tindakan, 
proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.7 
Pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang  
dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat 
diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. 
Pengelolaan kegiatan dari dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang 
dilakukan. Menurut suparlan menyatakan bahwa, “pembinaan adalah 
segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, 
pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan 
suatu pekerjaan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan dengan 
hasil yang semaksimal mungkin”. 
Pembinaan adalah suatu upaya, usaha kegiatan untuk mempelajari, 
meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengembangkan 
kemampuan untuk mencapai  tujuan  agar  sasaran  pembinaan  mampu  
menghayati  dan  mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan 
sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan 
keluarga masyarakat.8 
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 Thoha Mifta, Pembinaan Organisasi , (Jakarta : CV. Rajawali , 1989), h. 7. 
8
 Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, Pembinaan Rohani Pada Dharma 
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Pembinaan adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 
efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.  9 Pembinaan 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 
2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis adalah segala tindakan atau kegiatan 
pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar 
Lampung yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik. 
3. Unsur-unsur Pembinaan 
Pembinaan dapat di artikan bukan hanya proses perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi 
yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin di capai 
dapat terwujud dengan baik. Seperti yang di kemukakan oleh sudjana  
yaitu: “pembinaan dapat di artikan sebagian rangkaian upaya   
pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar 
unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana  
untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil 
guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga 
                                                             
9
 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 
cetakan pertama edisi ke empat, h. 1053 
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penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya  
perangkat lainnya.10 
Pembinaan  adalah  suatu  proses  dimana  orang-orang  mencapai  
kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 
karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. 
4. Macam-Macam Pembinaan 
Pembinaan dibagi menjadi lima bentu atau tahapan kegiatannya. 
Menurut B2P3KS menyatakan bahwa, “tahap pembinaan  dan bimbingan 
sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan 
moral keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan usaha atau 
kerja”. Bentuk pembinaan sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh 
individu, masyarakat atau lembaha terkait dalam kegiatan pelayanan yang 
diberikan.11 
Depsos menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam 
rehabilitasi sosial adalah “bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, 
bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, 
bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi 
keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, 
pembinaan lanjut.”12 
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 Sudjana,    Manajemen    Program    Pendidikan    Untuk    Pendidikan    Nonformal    
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2000), h.16. 
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Mecam-macam pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial 
adalah: 
a. Pendampingan 
Proses pendampingan membutuhkan seseorang pendamping untuk 
melakukan kegiatan pendampingan. Departemen sosial menyatakan 
bahwa pendampingan adalah “pekerja sosial yang dengan keahliannya 
atau pekerjaannya mendahulukan tugas-tugas pendampingan dimana 
yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prinsip, metode dan 
pekerjaan sosial.13 
b. Pelatihan 
Pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan,  mengubah  
sikap dan prilaku, serata mengembangkan  keterampilan.  Pelatiahan 
sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para 
pimpinan mendukung adanya pelatihan karena melalui pelatihan, para 
pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenannya akan lebih 
produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan 
denangan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Pelatihan 
adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, 
berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar 
sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan 
metodenya mengutamakan praktek dari pada teori. 
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 Departemen  Sosial, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak. (Jakarta: Depsos RI, 2007),h. 4 
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Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada 
praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok 
dengan menggunakan pelatihan orang dewasa dan bertujuan 
meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis  
keterampilan  tertentu.  Sedangkan  pembelajaran  merupakan  suatu  
proses interaksi antara peserta dengan lingkungan yang mengarah pada 
pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan 
terlebih dahulu. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam 
meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peserta program 
pemberdayaan perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntunan 
peningkatan keterampilan yang dapat disesuaikan dengan perubahan 
lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. 
Penyuluhan juga merupakan pendidikan bagi pihak yang disuluh 
agar berubah perilakunya berusaha lebih menguntungkan., hidup lebih 
sejahtera, dan bermasyrakat lebih baik serta menjaga kelestarian 
lingkungannya. Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan 
interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses 
perubahan “prilaku” (behavior) yang merupakan perwujudan dari 
pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang yang dapat diamati 
oleh orang atau pihak  lain, baik secara langsung (berupa ucapan, 
tindakan, bahasa tubuh, dan lain-lain) maupun tidak langsung. 
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B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan 
Pengemis 
 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan 
Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata 
dari segi bahasa istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham 
dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang 
hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh 
adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan 
si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-
maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut 
bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap 
perkataan dan perbuatan manusia.14 
Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara‟ (hukum 
islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 
dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-
dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 
khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur‟an dan Sunnah). Jadi 
Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama 
Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh 
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Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 21-23. 
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mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh 
adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.15 
Fiqh, kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Fiqh adalah upaya 
sungguh-sungguh ari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-
hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Siyasah, kata 
siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu 
aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam benegara demi mencapai kemaslahatan bagi 
manusia itu sendiri.16 
Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam 
tahap perkembangan fiqh siyasah  ini, dikenal beberapa pembidangan 
fiqh siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu 
berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain.  
Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum 
fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, 
yaitu17: 
1. Fiqh Dustury 
2. Fiqh Maliy 
                                                             
15
Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 27. 
16
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah:Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 
Pramedia Group, 2014), h. 2. 
17
Djazuli, Ibid, h. 30. 
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3. Fiqh Dawly 
4. Fiqh Harbiy 
Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan 
karangan fiqh siyasah nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat 
diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai 
berikut:18 
a. Siyasah Dusturiyyah 
b. Siyasah Maliyyah 
c. Siyasah Qadla’iyyah 
d. Siyasah Harbiyyah 
e. Siyasah Iddariyyah 
Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada 
surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni: 
                       
                         
      
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.19 
 
                                                             
18
 Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah, 
(Beirut: dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), h. 13. 
19
Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT 
Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 79 
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                        
                          
            
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.20 
 
Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan 
(pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang 
berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan 
dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer 
maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi 
pemerintah.21 
Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang 
sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh siyasah telah 
selesai,dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta 
bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. 
Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia 
yangmenurut pengaturan siyasah, dibedakan: 
                                                             
20
 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT 
Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 80 
21
 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar’iyat fi islah al Ra’iyat, dar Al-Kutub al-
Arabiyat,Beirut, 1996, h. 4. 
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Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga 
negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 
lembaga negara yang lain dalam batas-batas adiministratif suatu negara. 
Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan 
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 
negara daru negara lain., 
Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, 
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.22 
Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata 
yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di 
pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyyah ialah undang-undang atau 
peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyyah adalah keputusan 
kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi 
kemaslahatan umat.  
Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang 
diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga 
negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan Siyasah Dusturiyyah adalah 
kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal 
yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara 
dengan kepala negaranya. Dengan demikian rambu-rambu fiqh siyasah 
adalah dalil-dalil kuilli, baik yang terdapat dalam al-qur‟an dan hadist Nabi 
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Djazuli, Ibid, h. 30. 
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Muhammad SAW, maqashid al-syari’ah dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh 
serta cabang-cabangnya.23 
Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, fiqih siyasah merupakan salah satu 
cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama. 
Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan 
kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.24 
Oleh karena itu, fiqh siyasah dalam bekenaan dengan pola hubungan 
antar manusia yang menurut pengaturan siyasah yaitu Fiqh Dusturiyyah, 
Fiqh Dawliyyah, dan Fiqh Maliyyah sangat penting karena hal ini 
menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara termasuk dalam 
mengatur keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya 
sehingga pemrintahan negara dan masyaraktnya berjalan sangat baik. 
1. Tinjauan Fiqh Siyasah Anak Jalanan 
Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan 
di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, 
lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak 
terlantar seperti  anak-anak jalanan, anak yang ditinggali  orang tuanya  
karena kemiskinan  yang melandanya.  Ironis  memang, masih banyak 
gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap 
tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang 
tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi 
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Ibid, h. 31. 
24
 Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa‟id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-
Masalah Fikih Siyasah Modern”, Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2014. 
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pemerintah yang mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan 
yang diamanatkan oleh UUD 1945.  
Pasal 34 Ayat 1 yaitu “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh Negara”. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan 
pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu  
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh 
pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja. 
Dalam islam dijelaskan bahwa anak adalah anugrah sekaligus amana 
dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara atau upaya 
dilakukan orang tua agar dapat anak-anakanya tumbuh berkembang 
sebagaimana mestinya namun semua itu tidak sesuai kenyataan entah 
karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan orang tua 
dalam memperlakukan anak sesuai dengan porsinya. 
Tertera dalam ayat al-quran mengenai perlindungan dan kesejahteraan 
anak Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9 
                    
        
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Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. 
 
Sedangkan menurut fiqih siyasah, tugas yang terpenting dari 
pemerintah dalam hal ini adalah dinas sosial adanya jaminan keamanan 
dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat 
kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu 
lembaga Diwan Hisbah (ketertiban umum). Jadi berdasarkan  penjelasan  
di atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa sistem kebijakan   yang 
diterapkan dinas sosial belum sepenuhnya terwujud dan masih perlu 
banyak diperhatikan.25 
Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang 
tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu 
mereka dapat memenuhi kemaslahatan dirinya. Suatu pemerintahan yang 
baik mempunyai tugas dan  kewajiban  untuk  menjaga kemaslahatan  
hidup  masyarakat  yang termasuk didalamnya anak jalanan, gelandangan 
dan pengemis, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum 
Islam yaitu Maslahah Mursalah. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah   
kota Bandar Lampung dalam hal ini dinas sosial mempunyai tugas dan 
kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil,  serta  istiqamah  
dalam  melaksanakan segala  perintah  Allah  dan  menjadikan  kota  
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 Imam Musbikin, Qawa’id al-Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 
Ke-I, h.124 
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Bandar Lampung  bersih  dari  masalah-masalah sosial terutama masalah 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Gelandangan  
Menurut Sarlito W. Sarwono, gelandangan adalah orang-orang miskin 
yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu 
yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota 
karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi 
tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu, tidak 
membayar pajak misalnya.26 
Diriwayatkan  dari  Sahabat  „Abdullah  bin  Mas‟ud  Radhiyallahu 
'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
 ِللهِاب َاَهلَزَْنأ ْنَمَو ، ُُهَتقَاف َّدَُست َْمل ِساَّنلِاب َاَهلَْزَنَأف ٌَةقَاف ُهَْتباََصأ ْنَم
 ًىنِغ َْوأ ٍلِجاَع ٍتْىَِمب ا َِّمإ :َىنِغْلِاب َُهل ُالله َكَشَْوأ ٍلِجاَع  
Artinya: Barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan lalu ia 
mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya 
dan barangsiapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka 
Allah akan   memberikannya   salah   satu   diantara   dua   kecukupan: 
kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat”.27 
Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seorang yang mendapat kesulitan 
dan kesusahan, namun ia selalu berharap kepada orang lain, maka 
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 Sarlito Wirawan Sarwono, Masalah-masalah Kemasyarakatan di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Harapan 1978), Cet. Ke-I, hal. 49. 
27
 Shahîh. HR Ahmad (I/389, 407, 442), Abu Dâwud (no. 1645), at-Tirmidzi (no. 2326), 
dan al-Hâkim (I/408). Lafazh ini milik Abu Dâwud 
  
42 
kefakirannya tidak akan tertutupi.  Kita dapat saksikan betapa  banyaknya 
kaum Muslimin yang tertimpa musibah dan kesulitan mereka adukan 
semuanya kepada orang lain, baik dengan mengatakan bahwa ia sedang 
sakit atau sedang bangkrut usahanya atau selainnya. Tetapi, apabila 
mereka sedang mendapatkan  senang  dan  mendapat  keuntungan,  mereka  
tidak mengadukannya kepada orang lain. Seseorang yang mengadukan 
kefakiran dan kesulitannya agar orang lain merasa kasihan kepadanya, 
maka hal itu tetap tidak akan menutup kefakirannya. Namun jika ia 
merasa cukup dengan karunia yang Allah Ta‟ala berikan, dan ia 
mengadukan segala kesulitannya kepada Allah, maka Dia akan menutupi 
kefakirannya itu dan akan menambah karunia yang telah diberikan-Nya 
kepadanya. Apabila Allah Ta‟ala mentakdirkan kita mengalami kesulitan, 
lalu kita adukan kesulitan yang kita alami kepada Allah, maka Dia akan 
memberikan kepada kita jalan keluar yang baik dan rizki, baik cepat 
maupun lambat. 
Kita harus mengimani, memahami, dan mengamalkan hadits ini dalam 
kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa hanya Allah-lah yang mendengar 
kesulitan kita. Adapun manusia, mereka tidak suka mendengar kesulitan 
orang lain. Islam menganjurkan kita untuk berusaha, berdasarkan ayat-ayat  
dan  hadits-hadits  Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  sallam.  Dan usaha 
ini tidak mengurangi waktu kita, baik dalam menuntut ilmu maupun 
mengajar dan mendakwahkan ilmu. 
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Berdasarkan  uraian  di atas  telah  jelas  bahwa  di zaman  Rasulullah  
para sahabat dan umatnya dlarang untuk meminta-minta kepada orang 
lain dan harta yang diperoleh dari meminta-minta tidak berkah. Mengemis 
juga menghilangkan rasa malu dan termasuk perbuata hina.  Kemudian 
dihari kiamat nanti tiada sepotong dagingpun diwajah orang yang suka 
meminta- minta. Inilah gambaran terhadap orang yang suka menggelang 
dan mengemis. 
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Pengemis 
Islam tidak mensyari‟atkan meminta-minta dengan berbohong dan 
menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga 
karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan 
merampas hak orang- orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. 
Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau 
minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka 
dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. 
Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau 
sampai kedok mereka terungkap. 
Ketika Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu menjadi khalifah, ia memanggil 
Hakîm Radhiyallahu 'anhu untuk memberikan suatu bagian yang berhak ia 
terima. Namun, Hakîm tidak mau menerimanya, sebab ia telah berjanji 
kepada Rasulullah Shallallahu  'alaihi  wa  sallam.  Ketika  „Umar  menjadi  
khalifah,  ia  memanggil Hakîm untuk memberikan sesuatu namun ia juga 
tidak mau menerimanya. Kemudian „Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu 
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'anhu berkata di hadapan para sahabat: "Wahai kaum Muslimin! Aku 
saksikan kepada kalian tentang Hakîm bin Hizâm, aku menawarkan 
kepadanya haknya yang telah Allah berikan kepadanya melalui harta 
rampasan ini (fa‟i), namun ia tidak mau menerimanya. Dan Hakîm 
Radhiyallahu 'anhu tidak mau menerima suatu apa pun dari seorang pun 
setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sampai ia meninggal dunia”.28 
Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya meminta kepada penguasa. 
Akan tetapi tidak boleh sering, seperti kejadian di atas, yaitu Nabi 
Shallallahu'alaihi wa sallam menasihati Hakîm bin Hizâm. Hadits ini juga 
menerangkan tentang ta‟affuf (memelihara diri dari meminta kepada 
manusia) itu lebih baik. Sebab, Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu 'anhu 
pada waktu itu tidak mau meminta dan tidak mau menerima. 
C. Uraian Pokok Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak 
Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
 
1. Dasar-dasar Pertimbangan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
 
Peraturan Daerah Kota bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di bentuk 
dengan pertimbangan:  
a. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban 
dan kemanfaatan sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu pembinaan 
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 Shahîh. Al-Bukhâri (no. 1472), Muslim (no. 1035), dan lainnya 
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terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka dapat 
menjadi warga Kota Bandar Lampung yang bermartabat. 
b. Bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis merupakan fenomena sosial yang keberadaanya 
membahyakan diri sendiri dan /orang lain serta ketertiban umum serta 
memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak 
kekerasan. 
c. Bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga 
yang memiliki  hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang 
sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehenshif, 
terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbaga 
unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan 
penghidupan dan kehidupan yang layak. 
d. Bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagai mana dimaksudkan di 
dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. 
Dasar hukum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 
antara lain: 
a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan 
Pokok kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 3039) 
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b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3141) 
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3668) 
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3886) 
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4235) 
f. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 
Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 3177) 
g. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha 
Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3367) 
h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 
tentang koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan 
Pengemis 
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i. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of Child) 
2. Gambaran Umum Isi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 
 
Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial diKota cenderung 
meningkat, munculnya fenomena sosial bersumber dari dalam masyarakat 
maupun akibat dari globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi. 
Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan 
diKota yabg dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, 
rendahnya pendidikan terbatasnya pengetahuan/urbanisasi, keterbatasan 
fisik/ kesehatan, pengaruh pola pikir/budaya masyarakat, urbanisasi, 
terbatasnya lapangan pekerjaan dan sebagainya yang akhirnya banyak 
diantara anggota masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa 
berada ditempat umum menjadi anak jalanan, gelandangan yang berprilaku 
sebagai pengemis di tempat umum dan jalan. Keberadaan anak jalanan, 
gelandangan dan pengemisserta adanya pelaku eksploitasi merupakan 
beban bagi pemerintah kota. 
Selanjutnya di dalam Pasal 34 undang-undang dasar 1945 ditegaskan 
bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
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Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk 
suatu ketentuan yang baku mengenai penanggulangan terhadap anak 
jalanan, gelandagan dan pengemis maupun para pelaku eksploitasi diKota, 
yang meliputi: 
1. Mengembangkan usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan 
usaha rehabilitasi sosial 
2. Memetakan identitas, asal-usul serta mengklasifikasi kriteriaanak 
jalanan, gelandangan dan pengemis guna dijadikan dasar 
penanggulangan baik pencegahan, penanggulangan maupun 
rehabilitasi 
3. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan 
terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh berbagai 
pihak baik dari pemerintah, masyarakt, keluarga dan perorangan 
4. Mengupayakan fasilitas/sarana prasarana dalam rangka pembinaan 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
5. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga-
lembaga sosial agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam 
melakukan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis 
Hal tersebut diperlukan untuk: 
1. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis  
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2. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta 
menumbuhkan rasa tangung jawab mereka agar dapat 
dikembalikan ke dalam keadaan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang layak 
3. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan 
sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif 
maupun usaha-usa 
 
BAB III 
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI 
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG 
 
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, 
telah  berubah  bentuk  dan  fungsinya.  Untuk  operasional  pelaksanaan  Perda 
tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan 
Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan 
Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun 
1998  tentang  Peraturan  Pelaksana  Peraturan  Daerah  Kota  Daerah  Tingkat  II 
Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya 
Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota 
Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu 
berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.1 
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan 
dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 
mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, 
                                                             
1
 Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, tanggal 20 Juli 2019  
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kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi 
manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud: 
a. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan 
bermartabat. 
b. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran  aktif masyarakat dalam  usaha 
kesejahteraan sosial. 
c. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau 
sasaran program yang lebih luas. 
d. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukug 
terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 
Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi: 
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial 
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 
lingkup tugasnya 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu 
terletak di Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecematan Tanjung 
Karang Barat, yang termasuk jalan protokol.  Didalam area dinas dilengkapi 
dengan kelas- kelas untuk pembinaan bidang keahlian bagi penyandang masalah 
sosial. 
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B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan 
sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”. Misi Dinas 
Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
b. Meningkatkan  profesionalisme  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  potensi 
sumber kesejahteraan sosial. 
c. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat. 
d. Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan seta 
kesejahteraan dan perlindungan anak. 2 
C. Keorganisasian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
Struktur merupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan 
tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menanamkan sifat 
tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi 
masalah di pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat 
dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut.  
berasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 
disebutkan bahwa Sususnan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
terdiri dari: 3 
1. Kepala Dinas 
                                                             
2
 Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tanggal 20 juli  2019 
3
 Dokumentasi dari Kepegawaian, Tanggal 20 Juli 2019  Pada Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung 
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2. Sekretariat, membawahi: 
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi: 
a. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan 
Kemitraan 
b. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial 
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan. 
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 
a. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lansia Dan Rehabilitasi Penyandang Cacat 
b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial 
c. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Korban Narkoba 
5. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, Membawahi: 
a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Dan SOS 
b. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan 
c. Seksi Banruan Sosial, Fakir Miskin Dan Jamsos 
6. Bidang Pengembangan Sosial, Membawahi: 
a. Seksi Penelitian Dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 
b. Seksi Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
c. Seksi Kesejahteraan Keagamaan 
7. Unit Pelaksanaan Teknis 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Berikut adalah masing-masing tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung: 
1.  Kepala Dinas 
Kepala dinas sebagai pemimpin bertugas mengkordinasi dan melaksnakan  
sebagian urusan pemerinytahan daerah dibidang kesejahteraan sosial, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah 
diberikan oleh Walikota 
2. Sekertariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 
kesekretariatan meliputi penyusunan program, keuangan, urusan umum dan 
kepegawaian serta pengadministrasian pengelolaan asset. 
3.  Bidang  pemberdayaan  sosial 
Bidang  pemberdayaan  sosial menjalankan  tugas  di  bidang  sosial  yang 
meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan peran kelembagaan sosial dan 
kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial serta kepahlawanan 
keperintisan dan kejuangan. Dalam menjalankan tugasnya bidang 
pemberdayaan sosial menjalankan fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pemberdayaan peran 
keluarga dan peran kelembagaan sosial 
b. Penetapan criteria dan prosedur pelayanan 
c. Pelaksanaaan koordinasi dan pelayanan 
d. Penyelenggaraan pelatihan 
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e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan 
pelaporan 
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bidang pemberdayaan 
sosial dibantu oleh seksi pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan 
sosial dan kemitraan,   seksi   pendayagunaan   sumber   dana   sosial,   seksi   
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan. 
4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi sosial 
Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, dalam 
tugasnya yang meliputi  pelayanan sosial  anak,  pelayanan lanjut  usia,  
pelayanan dan  rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi 
tuna sosial dan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Dalam 
menyelenggarakan tugasnya bidang dinas pelayanan dan rehabilitasi sosial 
menjalankan fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan   kebijakan   teknis   dibidang   pelayanan   rehabilitasi   
sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta 
pelayanan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba 
b. Penetapan criteria dan prosedur di bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna 
susila serta pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban 
narkoba 
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c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi   
sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila 
serta pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban 
narkoba 
d. Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitasi  
sosial 
5. Bidang Bantuan Jaminan Sosial 
Bidang bantuan dan jaminan sosial melaksanakan tugas yang meliputi 
bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, 
bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan 
jaminan sosial untuk melakukan tugas tersebut bidang bantuan dan jaminan 
sosial menjalankan fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan teknis kebijaksanaan 
b. Penetapan criteria dan prosedur pelayanan kebijaksanaan 
c. Pelaksanaan kordinasi dan pelayanan kebijaksanaan 
d. Penyelenggaraan pelatihan 
e. Pelaksanaan pembinaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan 
pelaporan 
Dalam melaksanakan tugasnya, bidang bantuan dan jaminan sosial di 
bantu oleh seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial, seksi 
penanggulangan tindak kekerasan, dan seksi bantuan fakir miskin dan jaminan 
sosial 
6. Bidang Pengembangan Sosial 
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Bidang pengembangan sosial mempunyai tugas yang meliputi penelitian 
kesejahteraan sosial, data dan informasi kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial 
dan kesejahteraan keagamaan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang ini 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan teknis kebijakan 
b. Pelaksaann pelayanan kebijaksanaan 
c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kebijaksanaan 
d. Penyelenggaraan pelatihan 
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengembangan sosial di bantu oleh 
beberapa seksi di antaranya seksi penelitian dan penyuluhan kesejahteraan 
sosial, seksi dan informesi kesejahteraan sosial, dan seksi kesejahteraan 
keagamaan. 
7. Unit Pelaksanaan Teknis 
Pembentukan, momenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis 
pada Dinas Sosial di tentukan dan di tetapkan dengan peraturan walikota. 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan 
kebutuhan. 
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D. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar 
Lampung 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial, anak jalanan adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian 
waktunya di jalanan. Yaitu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan 
berusia 5-18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 Jam/hari dalam kurun  
waktunya 1 bulan yang lalu. 4 Ciri yang melekat pada anak jalanan antara lain; 
melakukan kegiatan tidak menentu dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum 
lainnya, mencari nafkah dengan menjadi pedagang asongan, pengamen, ojek 
payung, membersihkan mobil, pembawa belanjaan pasar, bersekolah maupun 
tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya tidak mampu, 
melarikan diri dari rumah, tidur di tempat umum dan lain sebagainya. 
Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 
sesuai  dengan  norma kehidupan  yang layak  dalam  masyarakat  setempat  serta 
tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 
mengembara di tempat umum. Sementara, pengemis adalah seseorang yang 
meminta-minta  di  tempat  umum  dengan   berbagai  cara  dan   alasan   untuk 
mengharapkan  belas  kasihan  orang  lain  dengan  mendapatkan  uang  ataupun 
barang. 
Di Kota Bandar Lampung mereka menyebar keseluruh bagian Kota Bandar 
Lampung seperti di lampu merah, pasar, maupun tempat- tempat keramaian 
lainnya berdasarkan observasi peneliti tempat yang sering digunakan untuk para 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis beraktivitas seperti lampu merah , 
                                                             
4
 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 
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perempatan jalan, SPBU, pasar dan tempat keramaian lainnya yang belum 
terjangkau oleh peneliti. 
Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam kota yang belum tuntas dalam 
menyelaraskan kesejahteraan masyarakatnya, dilihat dari tingginya jumlah anak 
jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut 
keramaian di Kota Bandar Lampung. Memasuki  bulan  ramadhan  anak  jalanan,  
gelandangan  dan  pengemis semakin menjamur di setiap sudut kota Bandar 
Lampung mereka semakin nyaman dengan aktivitasnya dikarenakan pada bulan 
ramadhan banyak orang di tempat keramaian ataupun pengguna jalan 
memberikan santunan. Anjal dan gepeng terlihat bebas meminta belas kasihan 
kepada pengemudi kendaraan bermotor. Beberapa dari mereka juga terkadang 
memaksa pengendara untuk memberi uang. Pada  umumnya  mereka  yang  
melakukan  aktivitas  itu  berasal  dari  luar wilayah Kota Bandar Lampung. 
Menurut ibu Evazati selaku seksi pelayanan sosial anak dan rehabilitasi 
penyandang cacat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan 
pembinaan, maka dalam mewujudkan tujuan tersebut diselenggarakan program 
yang  terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha 
rehabilitasi sosial yaitu sebagai berikut. 5 
1. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk 
mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kopleksitas 
permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
Usaha pencegahan dilakukan antara lain: 
                                                             
5
 Evazati, Wawancara, Seksi Pelayanan Sosial Anak dan RehabilitasinPenyandang Cacat, 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pada tanggal 20 Juni 2019. 
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a. Pendataan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang benar  tentang  
klasifikasi antra  anak  jalanan,  gelndangan  dan  pengemis  yang  
pelaksanaannya  dilakukan oleh dinas sosial dan atau bekerja sama 
dengan instansi terkait serta LSM dengan cara menyiapkan instrumen 
pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi 
tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, 
pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi. 
b. Pemantauan  pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber   
atau penyebab  munculnya  anak jalanan, gelandangan  dan pengemis  
dilakukan  dinas sosial  dan  atau  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  
serta  unsur  masyarakat dengan cara: 
1) Melakukan  patroli  di tempat  umum  yang  dilakukan  oleh  dinas 
sosial  Kota Bandar Lampung. 
2) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan,  gelnadangan  
dan pengemis yang melakukan aktivitas ditempat umum secara 
perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok. 
3) Sosialisai, yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada 
perseorngan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan 
organisasi sosial, yang meliputi: Sosialisasi secara langsung, melalui 
kegiatan interaktif dan ceramah serta Sosialisasi secara tidak   
langsung,  melalui  media  cetak  maupun  media elektronik. 
dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  anak  jalanan, gelandangan dan 
pengemis  dinas  sosial  kota  bandar lampung memiliki program seperti diatas 
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Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah 
berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis usaha pencegahan 
yang dilakukan antara lain: Pendataan, pemantauan, pengendalian dan 
pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan. 
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini musiman, banyak 
ditemukan terutama  pada saat bulan ramadhan dan  libur  sekolah, ada 
sebagian  dari  yang  tidak  mampu bersekolah di memilih mencari uang dengan 
cara meminta-minta dan mengamen di berbagai tempat-tempat umum dan di 
lampu merah. beberapa faktor dari anak yang terjun ke lapangan disebabkan  
karena  orang tuanya berprofesi sebagai pengemis. 6 
Pada saat ini Dinas Sosial sangat kesulitan menagani anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis yang tersebar di Kota  Bandar  Lampung,  kami  
kualahan  setiap menjelang bulan ramadhan pasti pertumbuhan mereka semakin 
pesat. Pasalnya anak jalanan, gelandangan ini mayoritas berasal dari luar daerah, 
Kami dinas sosial dan satpol PP bekerja sama untuk merazia anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis dengan melakukan razia dua kali dalam seminggu, 
biasanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis berada di lampu merah 
adipura, di lampu merah way halim, di pasar, pom bensin dan masih banyak lagi. 
Alhamdulillah dengan cara merazia dua kali dalam seminggu anak jalanan 
maupun gelandangan dan pengemis sekarang sudah berkurang. 7 
                                                             
6
 Suheri, Wawancara, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung, pada tanggal 21 Juni 2019. 
7
 Evazati, Wawancara, Seksi Pelayanan Sosial Anak dan RehabilitasinPenyandang Cacat, 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pada tanggal 20 Juni 2019. 
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2. Usaha  penanggulangan  dalam  bidang  perlindungan  yang  dilakukan  oleh 
Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur satuan polisi pamong praja dan 
unsur Polri dan atau unsur msyarakat terkait, unsur mahasiswa, dan lembaga 
swadaya masyarakat,  untuk menghalangi  anak jalanan, gelandangan  dan 
pengemis untuk tidsk  turun  ke  jalan  dengan  membuat  posko  yang  
berbasis  di  jalanan  yang dilakukan dengan kegiatan kampanye dan kegiatan 
sosialisasi tanpa dilkukannya penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan 
pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat 
dibentuknya posko tersebut. Pengendalian  sewaktu-waktu  yang dilakukan 
secara kordinatif oleh instansi terkait dan tim terpadu yang terdiri dari 
Dinas Sosial, unsur satpol pp dan dapat juga dengan unsur polri dalam 
rangka memberikan  perlindungan  terhadap anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga 
sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dn 
tujuan pembinaan. 
Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang 
dilakukan dengan system panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan 
sosial, bimbingan mental  spiritual,  bimbingan  hukum  dan  permainan  
adaptasi  sosial  (outband) dengan  melindungi  dan  menjamin  hak  asasi  
manusia,  perlindungan  anak  dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendekatan   awal   melalui   
identifikasi   dan   seleksi   terhadap   anak   jalanan, gelandangan  dan  
pengemis  dilakukan  untuk  menyeleksi  berdasarkan  indicator yang 
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meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial daan 
permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan sehingga dapat 
digunkan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan 
selanjutnya. 
Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan dengan 
studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case 
conference) untuk memahami   dan  mendalami   masalah   yang  dihadapi  
serta untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandanagan dan pengemis 
sehingga dapat dijadikan sebagai  file permanen bagi setiap anak jalanan, 
pengemis, dan gelandangan agar dapat  digunkan  dalam  pemantauan  dan  
pembinaan  selanjutnya.  Pendampingan sosial  dilakukan  dilakukan  melalui  
bimbingan  individual  trhadap  anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
serta keluarganya secara rutin dan berkrsinambungan yang  pelaksanaannya  
dapat  dilakukan  oleh  pekerja  sosial  pemerintah  maupun  pekerja sosial   
swasta dan atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian   
terhadap penerima pelayanan.  Kemudian  dalam  hal rujukan, berdasarkan  
seleksi  meliputi  pelayanan  kesehatan  secara  geratis,  memfasilitasi untuk 
mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengmbilan bersyarat, 
pembinaan rehabilitasi sosial melalui siostem dalam panti, rumah sakit jiwa 
bagi penyandang psiokotik, pendampingan hukum, perlindungan kusus serta 
diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. 
 
3. Usaha rehabilitasi  sosial merupakan proses refungsionalisasi  dalam tata 
kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial  terhadap 
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anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  yang  dilkukan  melalui  system  
pnti maupun diluar panti. Sasaran rehabilitasi sosial adalah: 
a. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
usia produktif dengan kegiatan yaitu: 
1) Seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial 
yang akan diberikan 
2) Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan 
prilaku seseorang maupun  kelompok sesuai dengan norma yang   
berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingn 
budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan. 
3) Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan 
kesehatan 
4) Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan 
menumbuhkembangkan  kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam 
membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun 
berkelompok. 
5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan  
kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai 
upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendpatkan pekerjaan 
yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang pelaksanaan 
dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait dan atau stakeholder. 
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6) Bantuan stimulan peralatan kerja sebagai motivasi untuk 
mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis 
keterampilan yang diperoleh. 
7) Penemptan atau penyaluran, untuk memfasilitasi penerima pelayanan 
yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesemptan kerja  yang  
dapat menciptakan penghasilan pada tempat   yang   layak   terutama   
disektor produksi dan jasa serta wirausha agar dapat hidup mandiri 
dan atau kembali ke kelurga dan masyarakat. 
b. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga 
berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan, yang dapat 
dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pendidikan  pra  sekolah,  
mencakup  permainan  anak,  pengembangan  bakat  dan minat  yang  
pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pekerja  sosial  profesional,  pekerja 
sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang 
taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendamping. 
c. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
usia sekolah meliputi: 
1) Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan 
prilaku anak,  agar berkeinginan  sekolah  atau  kembali  ke bangku  
sekolah  formal melalui  bimbingan  keagamaan,  bimbingan  budi  
pekerti,  yang  dilakukan oleh pendamping. 
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2) Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan 
kesehatan. 
3) Bimbingan sosial,  sebagai upaya untuk memberikan  motivasi   dan 
menumbuh kembngkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu 
memecahkan permaslahan sendiri. 
4) Bimbingan   pra  sekolah,   dilakukan   dengan   cara   pendalaman   
terhadap kemampuan individu sebagai upaya  untuk mempersiapkan   
penerima pelayanan  memasuki  dunia pendidikan  formal yang lebih 
terarah, terbina dan pengenlan kondisi stiuasi sekolah serta 
memberikan pemahaman  dan penertian  pada mata pelajaran  sekolah  
sesuai  dengan  strata  sekolah  yang dilakukan oleh instansi terkait, 
pendamping dan stakeholder. 
a) Bantuan stimulant beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai 
motivasi belajar dan  meringankan  beban  keluarga  penerima  
pelayanan  yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan 
dinas terkait dan atau stakeholder 
b) Penempatan, meliputi kegiatan pengambilan ke keluarga dan atau 
difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan 
formal (berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia 
anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah) dan 
non formal (dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus 
sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan yang 
akan dirujuk untuk memasuki program paket A, B dan C). 
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Saat ini maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis diKota Bandar 
Lampung membuat Dinas Sosial akan melakukan tiga tahapan, hal ini 
bedasarkan hasil wawancara  dengan  bapak  Suheri, selaku Seksi Bidang 
Pelayanan  Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial kota  Bandar Lampung 
menyatakan bahwa Saat ini maraknya anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis diKota Bandar Lampung membuat Dinas Sosial akan melakukan 
tiga tahapan, pertama Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  melakukan turun 
langsung ke lapangan dan memantau tempat-tempat yang biasanya ramai, kita 
lihat dan kita perhatiin muka-mukanya dan tahap kedua selanjutnya dinas 
sosial melakukan pembinaan. untuk yang masih anak-anak kita nasehati dan 
kita kembalikan kepada orang  tua, kalau berasal  dari  luar daerah akan kami 
kembalikan ke tempat asal mereka. Dan tahap yang terakhir Apabila  mereka  
sudah  diberi nasehat namun masih berada di tempat-tempat umum dan masih 
terjun ke jalan untuk meminta-minta atau mengamen ketika Maka dinas sosial 
akan merehabilitasi anak-anak tersebut di panti sosial sinar jati yang bekerja 
sama dengan pihak swasta. 8 Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis di Kota Bandar Lampung ini musiman yaitu musim ramadhan dan 
musim libur sekolah. Aksi mereka ini berkedok pakaian kusam, muka dekil 
dan anak jalanan, gelandangan dan pengemis beraktifitas sebagai pengemis 
dan pengamen dengan berpakaian badut dan ada juga yang membawa gelas air 
mineral. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anak jalanan yang sudha 
mengikuti pembinaan tetapi masih melakukan kegiatan seperti mengemis dan 
                                                             
8
 Suheri, Wawancara, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung, pada tanggal 21 Juni 2019. 
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sebagainya mengatakan bahwa setelah mengikuti pembinaan beberapa bulan 
dia sempat menjadi pedangan mainan namun hasil dari dia berjualan tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari maka dari itu dia kembali 
turun kejalan. 9 Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan 
masyarakat binaan lainnya yang mengatakan menjadi tukang sol sepatu  sudah 
cukup membantu untuk memenuhi kebutuhannya meski tidak sebanyak dari 
penghasilannya mengemis tapi dia merasa lebih nyaman dengan profesinya 
sekarang. 10 
Kemudian dalam hal sosialisasi  secara tidak  langsung  dinas  sosial  
menggunakan media  cetak dan  media  elektronik,  misalnya  pemasangan 
bener  yang  bertuliskan larangan memberi uang dijalan. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Evazati, selaku Seksi Pelayanan  Sosial Anak Dan 
Rehabilitasi Penyandang Cacat Kota Bandar Lampung. Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung dulu pernah sekitar tahun 2012 pernah memasang bener- 
bener di perempatan jalan yang ramai dijumpai anak-anak yang berprovesi 
sebagai pengamen dan pengemis, kalau tahun 2017 ke bawah tidak lagi 
memasang bener. 11 
Hasil wawancara dengan bapak Suheri pada selaku eksi Pelayanan 
Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan anak 
jalanan, gelandangan dan pengemis: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 
bekerja sama dengan satpol PP untuk merajia anak jalanan, gelandangan dan 
                                                             
9
 Rendi, pengemis, Wawancara, pada tanggal 26 Juni 2019. 
10
 Riki, tukang sol sepatu, Wawancara, pada tanggal 30 Juni 2019. 
11
 Evazati, Wawancara, Seksi Pelayanan Sosial Anak dan RehabilitasinPenyandang 
Cacat, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pada tanggal 20 Juni 2019 
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pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan untu minta-minta, atau jadi 
pengamen, kalau sudah dirazia maka akan kami nasehatin supaya tidak turun 
lagi ke lapangan, dan kami panggil orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak 
mampu mendidik atau membina anak tersebut kami terpaksa masukkan ke 
panti asuhan di sinar jati tempatnya di Kemiling. 12 
Pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial 
Kota Bandar Lampung masih menuai hambatan, Berdasarkan hasil wawancara 
dengan ibu Evazati selaku seksi pelayanan sosial anak dan rehabilitasi 
penyandang cacat Kota Bandar Lampung: Faktor  penghambat pelaksanaan 
pembinaan  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial Kota 
Bandar Lampung yaitu, belum adanya panti asuhan yang dimiliki oleh 
pemerintah Kota Bandar Lampung panti asuhannya masih bekerja sama 
dengan pihak swasta dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan 
masyarakat dalam mengurangi anak jalanan diKota Tapis Berseri ini. 13 
                                                             
12
 Suheri, Wawancara, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung, pada tanggal 21 Juni 2019. 
13
 Evazati, Wawancara, Seksi Pelayanan Sosial Anak dan RehabilitasinPenyandang 
Cacat, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pada tanggal 20 Juni 2019 
BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 
Bandar Lampung 
 
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya 
yaitu menangani masalah pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis sesuai dengan Peraturan daerah nomor 3 tahun 2010, dalam 
melakukan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk 
mengurangi munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, upaya 
ini dilakukan untuk menciptakan Kota yang aman, baik dan bersih guna 
menciptakan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga 
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menanggapi persoalan 
kesejahteraan sosial terutama maraknya anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 
tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dalam 
hal ini dinas sosial Kota Bandar Lampung sebagai stakeholder 
menjalankan sesuai peraturan dareah yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah  daerah. Selain itu dijelaskan pula tentang program-program 
pembinaan anak jalanan, gelandangn dan pengemis yaitu: 
1. Usaha Pencegahan 
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Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau 
masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasya jumlah 
penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di 
jalanan, gelandangan dan pengemis. 
2. Usaha penanggulangan 
Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau 
membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok. 
3. Usaha rehabilitasi sosial 
Usaha rehabilitasi sosial merupakan  proses refungsionalisasi   dalam   
tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial 
terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan 
melalui system panti dan atau luar panti. 
Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih berada di usia 
produkif bisa saja menjadi potensi sumber daya insani bagi pembangunan 
nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini 
mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara. 
Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak 
dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya dan khususnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
yang diwarnai dengan upaya pendalaman dibidang pendidikan, kesehatan, 
keagamaan dan keterampilan kerja. 
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Pada pelaksanaan penelitian, peneliti menemukan dalam hal 
pencegahan melalui penyuluhan bahwa belum meratanya atau belum 
terjangkaunya anak  jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapat 
bimbingan belajar kepada petugas yang dikirimkan oleh dinas sosial atau 
masyarakat sukarelawan yang mengajar bagi mereka yang hidup di jalanan 
dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Fenomena anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis di kota-kota besar di Indonesia khususnya di 
Kota Bandar Lampung ini tidak ada henti-hentinya, himpitan ekonomi 
atau kemiskinan yang menjadi alasan mereka untuk turun kejalanan demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
Berdasarkan program pencegahan misalnya pendataan, kurang 
seriusnya dinas sosial dalam pendataan secara rinci sehingga banyak data-
data anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tidak tersusun rapih 
dan tidak ada hukuman yang tegas bagi anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis sebagai efek jera bagi mereka. 
Keberadaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dengan  
kehidupannya  berdampak  bagi  diri  mereka sendiri, masyarakat dan 
bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak jalanan  
sering  mengalami  eksploitasi  baik  oleh  preman  maupun  orang  tua  
anak jalanan tersebut, anak jalanan, gelandnagan dan pengemis rawan 
terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan, rawan terhadap 
kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh kembang mereka 
tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak 
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bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan 
masyarakat, merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa 
dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena 
jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, 
tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan 
rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
Keberadaan penyandang masalah sosial ini sepantasnya mendapatkan 
perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak 
berlebihan mengingat masa depan  mereka  yang  juga  bagian dari masa  
depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa. 
Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pembangunan sosial, khususnya 
dalam dimensi pelayanan kesejahteraan sosial, memiliki kedudukan yang 
cukup penting, karena kegiatan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan 
kemampuan-kemampuan seseorang sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara optimal memberikan kontribusi yang besar dan cukup 
berarti dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial. Usaha rehabilitasi 
sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan 
bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak 
jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti 
dan atau luar panti, tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu untuk 
memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial 
seseorang sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di 
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masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, 
dan berkualitas berakhlak mulia. 
Implementasi Peraturan Daerah tersebut sudah sebagian ada 
penerapannya, sebagian contoh ada yang tidak optimal, hal tersebut bisa 
kita lihat dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
yang berjualan di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban 
umum dan juga merusak pemandangan kota. Contohnya seperti di 
perempatan lampu merah Way Halim, jalan Teuku Umar dan di Jalan 
Sultan Agung. Di beberapa tempat tersebut masih sering di temui anak 
jalanan, gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial sudah bekerja sama 
dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung 
untuk melakukan penertiban para anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
guna untuk menerapkan dari Peraturan Daerah tersebut. Namun pada 
kenyataannya masih juga terdapat anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis di jalan-jalan tersebut. Menurut penulis pengimplementasian 
peraturan daerah tersebut masih tidak optimal dikarenakan pihak Dinas 
Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) 
kota Bandar Lampung, hanya menertibkan saja dan tidak memberikan 
sanksi tegas yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis yang masih nekat untuk melakukan kegiatan seperti mengemis 
atau meminta-minta, mengamen, berjualan tisu atau koran dan 
membersihkan mobil. dan juga menurut penulis, para anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis yang masih nekat untuk melakukan perbuatan 
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mengemis atau meminta-minta, mengamen, berjualan tisu atau koran dan 
membersihkan mobil kembali usai ditertibkan dikarenakan hal tersebut 
merupakan mata pencarian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tentu 
saja apabila mereka ditertibkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan 
hidup mereka.  
Berdasarkan keterangan di atas Faktor ketidakberhasilan pembinaan 
antara lain:  
1. Kurangnya panti pembinaan yang dimiliki dinas sosial kota bandar 
lampung. 
2. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang di beri materi 
pembinaan tidak serius dalam melakukan pembinaan. 
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial. 
 Maka dari itu menurut penulis agar implementasi perda tersebut bisa 
menjadi optimal, Pemerintah harus menyediakan panti untuk 
melaksanakan pembinaan, sanksi yang diberikan Dinas Sosial Kota 
Bandar Lampung harus tegas dan pemerintah membukakan lapangan 
pekerjaan yang layak untuk para anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus 
melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, karena disini 
pemerintah dituntut untuk dapat bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. 
Akan tetapi bukan hanya menertibkan anak jalanan, gelandangan dan 
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pengemis saja tetapi pemerintah seharusnya dapat memberikan solusi 
kepada mereka. 
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan 
Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Fiqh 
Siyasah di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 
 
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan 
menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu 
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat 
dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara 
berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik 
dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyrakat itu sendiri berdasarkan 
nilai-nilai kemanusaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber 
daya manusia. seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah 
maka daerah harus berperan aktif  dalam  melaksanakan  upaya-upaya  
bagi  penanganan  permasalahan  sosial tersebut.   
Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
benegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam hal ini 
penulis memilih Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan 
antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga 
negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas adiministratif 
suatu negara. Dalam permasalahan fiqh siyasah adalah hubungan antara 
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pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup 
pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah 
dibatasi dan hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 
dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip 
agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya. 
Menurut Penulis, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah salah satu 
contoh bagaimana Implemntasi Suatu fiqh siyasah atau Undang-undang 
yang ada di Kota Bandar Lampung yang dibentuk demi kemaslahatan 
Manusia. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri 
nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita 
lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh 
setiap umat atau masyarakat.  
Dalam al-qur’an dijelaskan secara jelas dalam Q.s An-Nisaa’:58. 
                       
                           
    
 
Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
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kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. 1 
 
Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam 
untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu 
menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas 
lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah 
Allah dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut 
manusia tampak tidak adil. 
Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing 
pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh 
para anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mempunyai hak untuk 
mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan yang sudah di atur dalam 
Peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah 
diatur oleh Allah dalam Syariah-Nya. Selain itu, keadilan dalam hak 
berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah yang sahih. 
Dalam al-qur’an dijelaskan secara jelas dalam Q.s An-Nisaa’:59 
                        
                          
            
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
                                                             
1
Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT 
Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 79 
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Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.2 
 
Menurut ayat diatas dapat dipahami bahwa pemimpin adalah 
seseorang yang mempunyai hak atau wewenang atas dasar ketaatan kepada 
Allah dan Rasulnya. Sehingga ketaatan seorang pemimpin harus ditarik 
lurus selama masih sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. 
Berdasarkan uraian diatas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 
tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis akan 
terimplemtasi secara baik jika adanya suatu kesadaran dari anak jalanan, 
gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan perbuatan mengamen 
dan mengemis karena menganggu ketertiban umum mengingat pentingnya 
Peraturan tersebut karena merupakan langkah awal untuk menertibkan 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu 
ketertiban umum hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan 
untuk setiap umatnya agar selalu Berbuat baik dalam segala hal agar 
terciptanya Kota yang baik. 
 
                                                             
2
 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT 
Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 80 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut: 
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan 
Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, belum berjalan dengan optimal, 
karena di tempat penelitian masih ditemukan anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta 
kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang 
tegas dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi 
Pamong Praja untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
tidak bekerja sesuai dengan apa diamanatkan didalam peraturan daerah. Hal 
ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum 
menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak 
jalanan, gelandangan dan pengemis dalam perspektif fiqh siyasah 
menyebutkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan 
pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka yang 
sudah mendapat binaan tidak kembali turun kejalan. Hal ini berdasarkan surat 
An-nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil 
terhadap seluruh masyarakat. 
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B. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penelit memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Kepada pemerintah seharusnya mendukung Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung memiliki panti rehabilitasi sendiri agar Dinas Sosial dapat ikut 
serta dalam pelaksanaan pembinaan. Pemerintah juga hendaknya membuat 
program pembinaan lanjutan ini bertujuan untuk memelihara dan    
meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa  
tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, 
kegiatan pembinaan lanjutan ini sangat penting,  karena  disamping  anak  
jalanan, gelandangan dan pengemis termonitoring  kegiatannya  juga dapat 
diketahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang diberikan. 
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya meningkatkan jumlah 
anggaran terhadap  Dinas  Sosial  dalam  program  pembinaan  anak  jalanan 
seperti anggaran yang digunkan untuk  sosialisasi  melalui  media cetak 
maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Dinas 
Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanggulan anak jalaan, gelandangan 
dan pengemis dapat berjalan secara optimal. 
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